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Ketua menetapkan SK Panjar Biaya - 1
Perkara sesuai dengan radius - Komputer
- Printer
2. | Admin e-Court melakukan - Aplikasi e-court
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- i
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SK Ketua tentang
Panjar Biaya Perkara

Proses Login e-Court
Akun Admin
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Jo.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2029;

Surat Keputusan Mahkamah Agung  Nomor
026/KMA/SK/II/2012  Tentang  Standar Pelayanan
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkanah Agung Nomor 2-
144/KMA/SK/VII1/2022 Tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan
Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan
Buku II

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha  Negara  Nomor
48/DMUKep/VII/2012  Tentang Buku  Pedoman
Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata
Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lungkungan Mahkamah
Agung dan Peradilan yang berada di Bawahnya

1. SOP Penerimaan Perkara

2. SOP Pemeriksaan Perkara Gugatan/Banding/Kasasi/
Peninjauan Kembali

3. SOP Pemberitahuan Sisa Panjar Biaya Perkara secara
Manual Tingkat Pertama

PERINGATAN / CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak akan
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. SI - Hukum
2. D3
3. SLTA

3. Mampu Mengoperasikan Komputer

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Arsip Perkara Aktif Kepaniteraan Perkara




